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Saatnva Memperbarui UU TPPO

Yunety Tarigan

Penasifical Senior \dvokesi den Pelibaran Mesyarahet. Yagasar ntegritas Justitio Macdani Indonesie (D)

Setiap 30 Juli, dunia
memperingati Hari
Anliperdagangan Orang
Sedunia. Peringatan ini
semestinva menjadi
momentum untuk
mengevaluasi apakah
sistem negara masih
mampu melindungi
masvarakat dari
kejahatan vang terus
berubah.

tik dengan penyelundupan pekerja

migran atau peneulikan yvang di-
sertai kekerasan. Modusnya berkem-
bang seiring kemajuan teknologi dengan
memanfaatkan media sosial, platform
digital, dan jaringan kL]almtml lintas
negara yang semakin terorganisasi. Sa-
yangnya, f sbut belum se-
penuhnya diikuti pembaruan sistem hu-
kum dan perlindungan korban di Indo-
nesia

Global Report on Trafficking in Per-
sons 2024 vang diterbitkan United Na-
tions Office on Drugs and Crime (UNO-
DC) meneatat lebih dari 200,000 korban
perdagangan orang teridentifikasi di 156
negara sepanjang 2020-2023. Angha ter-
scbut divakini hanya puncak gunung es
karena sebagis besar korban tidak per-
nah teridentifikasi, Laporan itu juga me-
nunjukkan semakin banyak korban di-
eksploitasi di negaranva sendiri. Artinya,
perdagangan orang bukan semata-mata
kejahatan lintas negara, melainkan juga
terjadi di dalam negeri.

Banyak korban tindak pidana perda-
gangan orang (TPPO) berasal dari ke-
lompok pekerja informal, baik di dalam
maupun luar negeri. Posisi kerja yang
tidak tercatat, minim perlindungan, dan
bergantung pada perantara membuat
mercka lebih mudah direkrut, dipindah-
kan, dan dieksploitasi tanpa segera ter-
deteksi oleh sistem,

Fenomena serupa terjadi di Indenesia,
Korban direkrut melalui iklan pekerjaan
yang tampak legal untuk bekerja di
scktor  teknologi, layvanan  pelanggan,
atau industri lain. Namun, setibanya di
lokasi kerja, mereka justru dipaksa be-
kerja di pusat penipuan daring (ondine
scam), perjudian daring, atau bentuk

P erdagangan orang tidak lagi iden-

kerja paksa lainnyva. Paspor mereka di-
sita, kebebasan bergerak dibatasi
dangkan ancaman dan kekerasan di-
gunakan untuk melanggengkan eksploi-
tasi

Dalam perkembangan hukum inter-
nasional, praktik tersebut dikenal seba-
gai trafficking for forced criminality, vak-
ni perdagangan orang untuk memakss
korban melakukan tindak pidana. Iro-
nisnya, tida}: qedikit korban justru dipro-
em gagal
mengenali h.lh\.\ a tindak pidana tersebut
dilakukan sebagal akibat langsung dari
cksploitasi. Negara pada akhirnya meng-
hukum orang yang semestinya dilin-
dungi.

Indonesia telah memiliki Undang-Un-
dang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perda-
gangan Orang Ketika disahkan hampir
dua dekade Jalu, undang-undang ini
menjadi-tonggak penting perlindungan
hak asasi manusia.
Namun, perkem-
bangan  kejahatan
bergerak jauh lebih
it daripada regu-
lasi dan praktik pe-
negakan hukumnya.

Catatan  pen-
dampingan
Yayasan
Integritas
Justitia Mada-
ni  Indonesia
(LIMI)  men-
unjukkan bah-
wa perda-
gangan orang
masih sering
dipahami  se-

bagai  kejahatan
vang selalu meli-
batkan perpindahan

ke luar negeri. Akibat-
nya, berbagai kasus ek-
sploitasi di dalam negeri ha-
nya diproses sebagai pelang-
garan ketenagakerjaan atau tin-
dak picdana biasa. Padahal, sese-
orang dapat menjadi korban perda-
gangan orang meskipun direkrut. di-
pindahkan, dan dieksploitasi di kota
atau provinsi yang sama,

Persoalan lain terletak pada penegak-
an hukum yang masih berfokus pada
perckrut lapangan. Sementara itu, ja-
ringan  kejahatan, pemodal. dan
korporasi yang memperoleh keuntung-
an dari eksploitasi sering kali tidak ter-
sentuh. Selama keuntungan hasil ke-

jahatan tidak dirampas dan aktor utama
tetap bebas, perdagangan orang akan
terus beregenerasi,

Pengalaman 1IMI sejak 2023 dalam
mendampingi lebih dari 800 penvintas
dan korban potensial memperlihatkan
tantangan lain yang tidak kalah serius.
Sebagian besar korban memilih tidak
melapor karena tidak pereaya babwn
proses hukum akan memberikan ke-
adilan. Mereka khawatir mengalami stig-
ma, intimida au bahkan krimina-
lisasi. Rendahnya angka pelaporan bu-
kan berarti kejahatan berkurang. mela-
inkan menunjukkan bahwa sistem per-
lindungan belum sepenuhnya dipercaya
oleh mereka vang paling membutuh-
kannya.

Kondisi terscbut juga tecermin dalam
Trafficking in Persons Report 20235 yang
masih menempatkan Indonesia pada fier
2, Status ini menunjukkan bahwa pe-
merintah telah melakukan berbagai upa-
va, tetapi belum sepenuhnya memenuhi

standar minimum pemberantasan per-
dagangan orang. Peringkat terse-

but seharusnya tidak hanya
dipandang sebagai peni-
Iaian internasional,
tetapi juga sebagai

HERVINANTO

pengingat bahwa kualitas perlindungan
terhadap korban dan efektivitas pene-
gakan hukum masih perlu diperkuat.

Untuk mencapai standar vang lebily
baik, Indonesia tidak cukup hanya me-
ningkatkan jumlah korban yang disela-
matkan atau pelaku yang ditangkap. Pe-
negakan hukum harus mampu mem-
bongkar jaringan kejahatan hingga auk-
tor intelektualis dan korporasi yang me-
nikmati keuntungan ekonomi dari ek-
sploitasi.

Korban perlu diidentifikasi sejak awal
agar tidak dipidana atas tindak pidana
yang dilakukan di bawah paksaan. Res-
titusi harus benar-benar diterima kor-
ban melalui mekanisme penyitaan aset
pelaku. Layanan pemulihan, bantuan
hukum, rchabilitasi psikososial, dan re-
integrasi ekonomi harus tersedia secara
merata. Pada saat yang sama, Indonesia
memerlukan sistem data nasional ter-
padu agar perjalanan korban, sejak iden-
tifikasi hingga pemulihan, dapat dipan-

tau secara berkelanjutan,

Titik balik

Momentum  Hari  Antiperdagangan
Orang Sedunia harus menjadi titik balik
untuk memperbarui UU TPPO sekaligus
membenahi sistem penegakan hukum
dan perlindungan korban, Hukum harus
mampu mengikuti perubahan modus
kejnhatan, membongkar jaringan yang
meraup keuntungan dari cksploitasi ma-
nusia, serta meim nkau korban menjadi
pusat setiap kebij

Sebab, perjuangan ml_].m.m perda-
gangan orang tidak selesai ketika korban
dapat dipulangkan atau pelaku lapangan
dipenjarakan. Perjuangan itu baru men-
dekati tujuan ketika jaringan eksploitasi
diputus, keuntungan pelaku dirampas,
korban dipulihkan, dan setiap orang
dapat hidup tanpa diperjualbelikan.
Sampai semua bebas,
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